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Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon pertama kali dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan satu paket Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 22 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. 
Sebelum menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, semula masih Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, yang merupakan salah satu Cabang Dinas LLAJ pada Dinas LLAJ Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka terbentuklah Dinas LLAJ Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang menginduk kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon. 
Dahulu Dinas LLAJ bidang tugas yang diembannya bukan hnaya model transportasi darat saja melainkan pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada instansi perhubungan daerah untuk pengelolaan model laut dan udara, akan tetapo seiring dengan kebijakan pemerintah pusat sekarang kewenangan pengelolaan model laut dan udara dikembalikan kepada kewenangan pusat.
[bookmark: _Toc122534302][bookmark: _Toc122588954][bookmark: _Toc122594312][bookmark: _Toc122594844][bookmark: _Toc122595206][bookmark: _Toc122595438][bookmark: _Toc123592410]Dengan demikian secara kuantitas pengelolaan pelayanan meningkat, sehingga untuk mengakomodir bidang tugas atau kewenangan tersebut instansi yang semula Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu di sesuaikan dengan pembahasan layanan model lainnya menjadi Dinas Perhubungan. Perlu kita ketahui bersama, bahwa di Kabupaten Cirebon sebelum dibentuk Dinas Perhubungan, terlebih dahulu adalah Kantor Perhubungan. 
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	Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yanng Selamat, Tertib, Lancar, dan Terpadu guna meningkatkan perekonomian masyarakat. 
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	Mewujudkan ketersediaan sarana dan fasilitas perhubungan yang humanis, memadai, dan sesuai standar di Kabupaten Cirebon.
Mewujudkan pelayanan perhubungan menuju keselamatan lalu lintas
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3.1.3.1 Kedudukan
Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon yang berkedudukan di Jl. Dewi Sartika No.118 dengan telepon (0231) 325429, merupakan salah satu dinas yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D. 7);, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.10); dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 77 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 77,  Seri D.26).
1. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan.
2. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
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Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. 
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Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan mempunyai fungsi: 
a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
b) Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan;
d) Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan dinas;
e) Penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Dinas Perhubungan;
f) Pelaksanaan tugas administrasi Dinas Perhubungan;
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Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan lalu litas dan angkutan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
1. Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan serta Pengujian Sarana;
1. Penyelenggaran pelayanan permohonan analisis dampak lalu lintas serta penataan lalu lintas perkotaan di kabupaten;
1. Pelaksanaan pengelolaan angkutan darat, laut, sungai dan udara;
1. Pengendalian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
1. Pengkajian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
1. Pengendalian perencanaan pembangunan jaringan transportasi jalan;
1. Pengendalian analisa dampak lalu lintas sesuai dengan prosedur yang berlaku;
1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
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Gambar 3.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
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1. Kepala Dinas
Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan bahan perencanaan pada Dinas Perhubungan:
b. Perumusan kebijakan bidang perhubungan;
c. Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan;
d. Pengelolaan prasarana perhubungan;
e. Pelaksanaan pengembangan dan keselamatan perhubungan;
f. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
g. Pengevaluasian dan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
2. Sekretarias Dinas
Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat Dinas mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuanga dan aset, perencanaan evaluasi dan pelaporan, serta mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan. 
Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
i. Perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;
j. Pengordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
k. Pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
l. Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan;
m. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
n. Pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
o. Pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset atau barang milik daerah;
p. Perumusan dan pengordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
q. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dan pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
r. Pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana; dan
s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.



3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, merantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahan, kerumah tanggaan dan administrasi kepegawain. 
Uraian tugas diatas sebagaimana dimaksud yaitu sebagai berikut:
(1) Perumusan bahan perencanaan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
(2) Pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
(3) Pelaksanaan penjagaan kebersihan kantor;
(4) Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
(5) Pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telpon serta peralatan rumah tangga kantor;
(6) Pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat atau dokumen kedinasan;
(7) Pelaksanaan menyediakan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggadaan;
(8) Pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
(9) Pengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur dan standar pelayanan serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
(10) Penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;
(11) Pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
(12) Pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
(13) Pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawain; dan 
(14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.
4. Subbagian Program dan Keuangan
Mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keungan dan aset.
Subbagian program dan keuangan dalam melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan:
(1) Perumusan bahan perencanaan pada subbagian program keuangan:
(2) Penyiapan bahan perumusan dan pengordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
(3) Penyusunan perjanjian kinerja, indikator kinerja kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
(4) Penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjlP) serta laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
(5) Pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
(6) Penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
(7) Pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
(8) Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
(9) Pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
(10) Penyiapan bahan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan;
(11) Pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
(12) Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan pentaausahan barang milik daerah;
(13) Penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
(14) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
(15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekertaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan lalu lintas dan angkutan.
(1) Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
(2) Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan serta pengujian sarana;
(3) Penyelenggaraan pelayanan permohonan analisis dampak lalu lintas serta penataan lalu lintas perkotaan di Kabupaten;
(4) Pelaksanaan pengelolaan angkutan darat, laut, sungai dan udara;
(5) Pengendalian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
(6) Pengkajian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
(7) Pengendalian perencanaan pembangunan jaringan transpormasi jalam;
(8) Pengendalian analisa dampak lalu lintas sesuai dengan prosedur yang berlaku;
(9) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan; dan
(10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
6. Seksi Lalu Lintas dan angkutan
Mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan permohonan analisis dampak lalu lintas serta penataan lalu lintas perkotaan di Kabupaten.
Seksi Lalu Lintas dalam melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan:
(1) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Lalu Lintas;
(2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas;
(3) Pelaksanaan penepatan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
(4) Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoprasian untuk jaringan jalur Kereta Api kabupaten;
(5) Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoprasian untukkapal yang melayani penyebrangan dalam daerah kabupaten;
(6) Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
(7) Penetapan jalur kereta api yang jaringannya dalam satu (1) daerah kabupaten;
(8) Penetapan jaringan pelayanan perkertaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten;
(9) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten.
(10) Persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
(11) Pelaksanaan manajemen dampak lalu lintas;
(12) Pendataan dan pemetaan informasi dampak lalu lintas;
(13) Pelaksanaan analisis perencanaan dampak lalu lintas;
(14) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanan kegiatan Seksi Lalu Lintas; dan
(15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
7. Seksi Angkutan
Mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan permohonan analisis dampak lalu lintas serta penataan lalu lintas perkotaan di Kabupaten.
Seksi Angkutan dalam melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan:
(1) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Angkutan;
(2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Angkutan;
(3) Pengendalian penyelenggaraan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang daerah kabupaten;
(4) Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
(5) Penepatan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
(6) Penepatan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
(7) Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek desa dan perkotaan dalam satu daerah kabupaten;
(8) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanan dalam daerah kabupaten;
(9) Penertiban izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus dan izin operasi;
(10) Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten;
(11) Pendatan dan pemetaan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus;
(12) Pengelohan rekomendasi dan perpanjangan izin usaha angkutan dan izin trayek;
(13) Pengawasan dan pendaftaran kendaan bermotor untuk angkutan umum;
(14) Pengelolaan retribusi tarif angkutan;
(15) Pengevaluasian dan pelaporan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan; dan
(16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekertaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
8. Seksi Pengujian Sarana
Mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).
Bidang Prasarana dalam melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan:
(1) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya;
(2) Penyusunan Kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya;
(3) Survai lapangan terkait bidang tugasnya;
(4) Perumusan peraturan dan kebijakan terkait pengujian kendaraan bermotor, perubahan jenis atau sifat kendaraan bermotor dan subjenisnya dalam rangka pelayanan untuk jalan kendaraan bermotor;
(5) Pengadaan kebutuhan kelengkapan tanda lulus uji;
(6) Pembinaan penguji kendaraan bermotor;
(7) Proses kalibrasi alat uji kendaraan bermotor;
(8) Proses sertifikasi balai uji kendaraan bermotor;
(9) Pengadaan dan pemeliharaan pengujian keliling;
(10) Pembangunan dan pemeliharaan balai uji;
(11) Pelaporan harian, bulanan, semesteran dan tahunan pengujian sarana;
(12) Pembinaan terhadap bengkel dan karosesri kendaraan bermotor, usaha penggalangan kapal dan perusahaan yang bergerak disektor suplai kendaraan bermotor;
(13) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Bidang Prasarana
Mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan prasarana perhubungan. 
Bidang prasarana dalam melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
(1) Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Prasarana;
(2) perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana;
(3) pengendalian pelaksanaan perencanaan dan pengembangan prasarana;
(4) pengendalian pelaksanaan pengoperasian prasarana;
(5) pengendalian pelaksanaan perawatan/pemeliharaan prasarana;
(6) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana; dan
(7) pelaksanaan  fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
10. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana
Mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan mengembangkan prasarana perhubungan.
Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana dalam melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan:
(1) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana;
(2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan prasarana;
(3) Pelaksanaan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang berada di jalan dan bahu jalan;
(4) Pelaksanaan pemberian izin/rekomendasi untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang akan di pasang secara swadaya oleh masyarakat; 
(5)  Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi penerangan jalan umum yang tidak memiliki izin/rekomendasi;
(6) Pelaksanaan investigasi lapangan terhadap kejadian-kejadian yang berhubungan dengan penerangan jalan umum;
(7) Penyiapan bahan-bahan kebutuhan kegiatan operasional penerangan jalan umum yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan penerangan umum;
(8) Penetapan rencan induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten;
(9) Pelaksanaan penetapan DLKR/DLKP bagi pelabuhan-pelabuhan regional;
(10) Pelaksanaan pengelolaan pelabuhan laut dan infrastuktur-infrastruktur penunjangnya;
(11) Pelaksanaan teknis perencanaan umum pembangunan jaringan transportasi jalan;
(12) Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan anatar pulau;
(13) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi perencanaan dan pengembangan prasarana; dan
(14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. 
11. Seksi Perawatan Prasarana 
Mempunyai tugas merumuskan mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perawatan rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan.
Kepala seksi perawatan prasarana dalam melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan:
(1) Perumusan bahan perencanaan pada seksi perawatan seksi prasarana;
(2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang perawatan prasarana;
(3) Penentuan lokasi pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat memberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
(4) Pengadaan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
(5) Pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakaian jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
(6) Pelaksanaan pengaturan dan pemeliharaan fasilitas jaringan jalan dan gerakan lalu lintas;
(7) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perawatan Prasarana; dan
(8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
12. Bidang Pengembangan dan Keselamatan
Mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan lingkungan perhubungan.
Bidang Pengembangan dan keselamatan dalam melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan:
(1) Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
(2) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
(3) Pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan pengembangan lingkungan perhubungan;
(4) Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan transportasi;
(5) Pemberian dan penyamapian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
(6) Pengembangan pemanduan moda dan teknologi perhubungan;
(7) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan dan Keselamatan; dan
(8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
13. Seksi Keselamatan
Mempunyai tugas merumuskan mengoordinasikan, memantau, megevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan audit dan enspeksi keselamatan lalu lintas jalan serta menegakan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Seksi Keselamatan dalam melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan:
(1) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Keselamtan;
(2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keselamatan;
(3) Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di kabupaten;
(4) Pengawasan laik fungsi jalan;
(5) Pengelolaan keselamatan sarana dan prasarana;
(6) Fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten;
(7) Fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
(8)  Pengelolaan keselamatan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
(9) Penyiapan bahan pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
(10) Pelaksanaan pemeriksaaan terhadap kendaraan bermotor di jalan;
(11) Pelaksanaan pemeriksaan surat-surat perizinan kendaraan umum baik kendaraan barang maupun penumpang berupa kelengkapan buku KIR;
(12) Pelaksaan penilangan terhadap pelenggaran perundang-undangan lalu lintas  dengan mengeluarkan berita acara penilangan;
(13) Pengawasan teknis pemeriksaan kendaran di jalan sesuai kewenangan;
(14) Pengawasan jaringan lalu lintas angkutan barang dan angkutan khusus;
(15) Pelaksanaan penertiban umum dan jenis penerangan jalan lainnya yang tidak memiliki izin/rekomendasi;
(16) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Prasarana; dan
(17) pelaksanaan  fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
14. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi perhubungan
Merumuskan, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemanduan moda dan teknologi perhubungan.
Seksi pemandu moda dan teknologi dalam melaksanakan  tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
(1) Perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pemandu Moda dan Teknologi;
(2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Seksi Pemandu Moda dan Teknologi;
(3) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengkajian di bidang perhubungan;
(4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan seksi pemandu moda dan teknologi perhubungan;
(5) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan;
(6) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi perhubungan; dan
(7) Pelaksanaan  fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
15. Kelompok Jabatan Fungsional 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
16. Uraian Tugas dan Penetapan Sub Koordinator Jabatan Fungsional
(1) Sub Koordinator hasil penyerataan Jabatan Fungsional di tetapkan oleh pejawab pembinaan kepegawaian.
(2) Pejabat Fungsional yang ditetapakan sebagai sub koordinator paling rendah menduduki jenjang Jabatan Fungsional ahli muda.
(3) Uraian tugas sub koordinator sebagaiaman dimaksud diatur lebih lanjut pada keputusan Bupati.

3.1.6 [bookmark: _Toc122588965][bookmark: _Toc122594324][bookmark: _Toc122594855][bookmark: _Toc122595217][bookmark: _Toc122595449][bookmark: _Toc123592421][bookmark: _Toc131132356][bookmark: _Toc139490108]Tata Kerja Organisasi
Tata Kerja Dinas Kabupaten Cirebon, sebagai berikut : 
(1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
(2) Setiap pemimpin unit kerja bertanggungjawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi.
(3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasikan dengan instansi terkait lainnya.
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[bookmark: _Toc122534306][bookmark: _Toc122588967][bookmark: _Toc122591095][bookmark: _Toc122594326][bookmark: _Toc122594857][bookmark: _Toc122595219][bookmark: _Toc122595451]Berjalannya organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon sangat ditentukan oleh komunitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon per 23 Agustus 2022 adalah sebanyak 65 orang terdiri dari 60 PNS orang dengan komposisi menurut tingkat pendidikan, jabatan, golongan dan tingkat umur per 23 Agustus 2022 sebagai berikut :
Tabel 3.1
Data Pegawai  Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon berdasarkan jumlah pegawai, pendidikan dan Golongan

	No.
	URAIAN
	VOLUME
	SATUAN

	1.
	Menurut Tingkat Pendidikan

	
	Pascasarjana (S2)
	4
	Orang

	
	Strata 1 (S1)
	31
	Orang

	
	Diploma III
	8
	Orang

	
	Diploma II
	1
	Orang

	
	SLTA Sederajat
	21
	Orang

	Jumlah
	65
	Orang

	2.
	Menurut Eleson

	
	Eselon II b
	1
	Orang

	
	Eselon III a
	1
	Orang

	
	Eselon III b
	3
	Orang

	
	Eselon IV a
	8
	Orang

	Jumlah

	13
	Orang

	3.
	Menurut tingkat Golongan

	
	Golongan IV
	5
	Orang

	
	Golongan III
	35
	Orang

	
	Golongan II
	25
	Orang

	Jumlah
	65
	Orang


	
Eselon pada Dinas Perhubungan merupakan hirarki atau jabatan struktural. Sedangkan Golongan adalah juru, pengatur, penata dan pembina. Pada Dinas perhubungan memiliki empat tingkatan eselon yaitu; eselon II b, eselon III a, eselon III b, eselon IV a
Berdasarkan data di atas menjelaskan bahwa Data Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon berbeda-beda berdasarkan tingkatannya. Pada tingkatan pendidikan terdapat 65 Pegawai. Jika dilihat dari tingkat Eleson terdapat 13 Pegawai. Sedangkan jika dilihat dari tingkat Golongan terdapat 65 Pegawai. Sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon memiliki 143 Pegawai.
[bookmark: _Toc122594327][bookmark: _Toc122594858][bookmark: _Toc122595220][bookmark: _Toc122595452]Sedangkan untuk keadaan pegawai di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor sendiri terdiri dari 7 PNS dan 13 tenaga Honorer, yang dimuat data sebagai berikut:


Tabel 3.2
Data pegawai di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

	Jabatan
	Nama

	Kasie
	Diyanto, S.Sos

	Penguji
	Abraham Adi Putra A.Ma. PKB., ST

	
	Alif Nurokman

	
	Ending Haryadi

	
	H.Gunarto Budi Waluyo

	
	Miftah Aziz A.Ma.PKB

	
	Nana Priatna

	
	Suwandi, SE

	
	Tri Kesuma Aji, A.Ma. PKB

	Admin
	Acep Gunawan

	
	Ainurdin

	
	Erwan Sugianto

	
	Jaenadi

	
	Kartama 

	
	Mansur 

	
	Mamat Rohmat

	
	Nana Supriatna

	
	Nani Narsini, S.Ap

	
	Rasis Hangkar, S.ST

	
	Supriyadi

	
	Tamir


[bookmark: _Toc131132358](Sumber: Arsip Dinas Perhubungan, 2022)
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Pada umumnya sarana dan prasarana yang menjadi pendukung bagi terlaksananya serta tercapainya tujuan instansi Pemerintahan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon yang sekarang bertempat pada Jl. Dewi sartika No. 118 Kec. Sumber Kab. Cirebon, Jawa Barat 45611. Serta bagian Pengujian Saranayang beralamat di Jl. Otista Weru Lor, Kec. Weru Kab. Cirebon. 
Dalam pelaksanaan tugasnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon ditunjang dengan berbagai fasilitas untuk mempermudah dan mengoptimalkan kinerja. Fasilitas tersebut tidak hanya yang melekat seperti mobil Dinas atau sarana prasarana lainnya, tetapi juga fasilitas pendukung kerja berupa kantor, ruang kerja, ruang rapat, dan berbagai fasilitas lainnya yang menunjang kinerja instansi Pemerintahan Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.  

3.2 [bookmark: _Toc131132359][bookmark: _Toc139490111]Metode Penelitian 
[bookmark: _Toc131132360][bookmark: _Toc139490112]3.2.1 Metode yang Digunakan 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Peneliti menggunakan metode penelitian yaitu metode kualitatif deskripsi. Dalam penelitian kualitatif peneliti melakukan penelitian dengan cara yaitu menggambarkan masalah-masalah yang sinergis saat penelitian dilakukan.
Sugiyono dalam Harbani (2013:161) mengemukakaan bahwa:
“Metode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen. Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna generalisasi.”

Alasan peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah karena penelitian yang dilakukan bukan untuk mencari hubungan antar variabel pada objek yang diteliti bersifat interaktif yaitu saling mempengaruhi, akan tetapi penelitian dilakukan untuk menggali, menemukan, menjelaskan dan memaparkan tentang “Pengawasan Kepala Seksi Pada Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon”.
[bookmark: _Toc131132361][bookmark: _Toc139490113]3.2.2 Desain Penelitian
Desain Penelitian atau paradigma adalah menjabarkan berbagai variabel dengan variabel yang lain, sehingga akan mudah dirumuskan masalah penelitiannya, pemilihan teori yang relavan, rumusan Hipotesis yang diajukan, metode/strategi penelitian, teknik analisis yang akan digunakan serta kesimpulan yang diharapkan. (Sugiyono, 2017)
Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan penelitian dan pelaksanaan penelitian. Ada 5 jenis desain penelitian
1. Desain penelitian explanatori
Merupakan riset yang bertujuan untuk menguji sesuatu teori yang bertujuan untuk menguji sesuatu teori ataupun hipotesis guna menguatkan ataupun menolak teori hipotesis hasil riset yang telah terdapat.
2. Desain penelitian deskriptif
Desain riset deskriptif berkaitan dengan mencari tahu ciri ataupun sikap maupun pola dalam kelompok tertentu.
3. Desain penelitian diagnostik
Merupakan riset yang berkaitan dengan mencari tahu asosiasi, lebih ksusus berupaya merumuskan dengan penemuan yang membangun ikatan.
4. Desain penelitian eksperimental
Riset eksperimenal bertujuan untuk menunjukkan gambaran riset ini, dapat dilakukan pada dua kelompok.


5. Desain penelitian eksplorasi
Desain penelitian ini bertujuan untuk mengekploitasi tempat yang diketahui dan desain wajib sangat fleksibel.
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang komperehensif dan mendalam tentang Pengawasan Kepala Seksi Pada Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.

3.3 [bookmark: _Toc131132362][bookmark: _Toc139490114]Informan dan Teknik Pengumpulan Data
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Sampel atau informan yang dilibatkan merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Teknik pemilihan informan yaitu dengan cara purpositive Sampling artinya pengambilan sampel atau informan dipilih sesuai dengan kebutuhan.
[bookmark: _Toc131132364]3.3.2 Teknik Pemilihan Informan
Informan-informan dalam penelitian ini, yaitu:
a. Informan Kunci :
1. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.
b. Informan Pendukung :
1. Beberapa Penjabat Fungsional
2. Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

3.3.3 [bookmark: _Toc131132365][bookmark: _Toc139490116]Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.
Sugiyono (2017:255) mengemukakan bahwa :
“Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak observasi berperan serta (participn observation, wawncara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.”

Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti meliputi :
1. Studi Kepustakaan
Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur, buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber-sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang peneliti teliti untuk diperlukan peneliti sebagai bahan acuan penelitian.
2. Studi Lapangan 
Studi lapangan dilakukan dua  teknik yaitu :
a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian.
b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan Key Information (Informasi Kunci).
3. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil dokumen dalam bentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, dokumen dalam bentuk gambar foto yang relavan dengan masalah yang diteliti.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Harbani Pasolong, 2013 : 70) Data primer, yakni menggunakan metode wawancara kepada informan yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada yang berkepentingan.
a. Data sekunder, yakni dilakukan dengan cara mencari data-data yang tersedia yang diperlukan oleh peneliti sebagai referensi dan bahan acuan penelitian. Seperti bahan-bahan referensi, study kepustakaan, melalui literatur-literatur yang dibutuhkan peneliti.
b. Dokumentasi, dengan mengambil dokumen dalam bentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan dan dokumen dalam bentuk gambar/ foto yang relavan dengan masalah.

3.4 [bookmark: _Toc131132366][bookmark: _Toc139490117]Operasionalisasi Konsep Penelitian
Operasional Konsep Penelitian merupakan upaya yang dilakukan peneliti dengan cara mengoperasikan dan menjabarkan konsep konsep penelitian ke dalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan tersebut kemudian dijabarkan serta dikaitkan dengan parameter-parameter yang sesuai dengan fokus penelitian. Sebagaimana yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut :




Tabel 3.3
Operasionalisasi Konsep Penelitian
	Konsep 
	Dimensi
	Parameter 

	Pengawasan  S.P Siagian (2010:126)
	1. Pengawasan Langsung 
	1. Inspeksi Langsung, jenis pengawasan Kepala Seksi kepada pegawai sebelum kegiatan dilakukan.
2. Observasi Langsung, seperti jenis pengawasan yang dilakukan kepala Seksi kepada bawahan saat kegiatan dilakukan.
3. Laporan di tempat, pemeriksaan laporan oleh Kepala Seksi  secara langsung pada saat atasan melakukan kegiatan inspeksi langsung.

	
	2. Pengawasan tidak Langsung 
	1. Laporan Lisan, secara berkala mengenai pelaksanaan pengujian.
2. Laporan tertulis, secara berkala mengenai hasil pelaksanaan kegiatan pengujian. 
3. Laporan lisan pelaksanaan dan hasil 
4. Laporan tertulis pelaksanaan dan hasil.



























3.5 [bookmark: _Toc131132367][bookmark: _Toc139490118]Pengujian Keabsahan Data
Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi karena memang teknik ini digunakan pada penelitian kualitatif. Triangulasi adalah teknik pengujian keabsahan data dengan cara membandingkan (check, recheck, crosschek) berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber, dari berbagai cara/teknik dan dari berbagai waktu.
“Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi”. Menurut Lexy J. Moleong (2012:330)

“Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.
Terdapat tiga macam triangulasi menurut Sugiyono (2014:127) yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik (cara pengumpulan data), dan triangulasi waktu. Dimana macam triangulasi tersebut peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara dari para informan.

Menurut Sugiyono (2014:127), “Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”.
Adapun cara yang digunakan dalam triangulasi ini adalah sebagai berikut:
1. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dan hasil wawancara dengan para informan.
2. Membandingkan apa yang dikatakan informan kunci dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.
Pengecekan data dilakukan memastikan bahwa data yang diperoleh adalah akurat dan valid maka dilakukan validasi data dengan teknik triangulasi yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang sama pada informan yang berbeda terhadap data maupun informan dari hasil wawancara dan dinyatakan absah atau valid.
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif adalah suatu teknik dalam penelitian untuk meneliti kondisi sekelompok manusia, objek penelitian, kondisi terkini dan juga peristiwa saat ini. 
Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017:246) Analisis data terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reeduksi data, pemeriksaan kesimpulan. Mengenai alur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
4. Pengumpulan Data
5. Pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian. Pada saat penelitian atau diakhir penelitian. Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dikumpulkan diawali dengan melakukan pengamatan di lokasi penelitian Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan informan terkait Pengawasan Kepala Seksi Pada Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon. 
6. Reduksi data
7. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan dan abstrasi data (kasar) yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti yang bertujuan untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan. Peneliti melakukan proses reduksi data dengan menyeleksi data-data yang sudah peneliti dapatkan, dibagi menjadi yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan. Misalnya, pada saat melakukan wawancara akan direkam lalu peneliti akan mengulang rekaman sampai mendapatkan kalimat-kalimat yang dibutuhkan dan kalimat yang tidak penting akan dihapus guna memperudah mendapatkan data yang dibutuhkan. Hasil yang diakses dari internet dan dokumen lainnya ditandai oleh peneliti mana yang penting dan tidak penting. Peneliti juga menulis dan melakukan pengecekan hal-hal yang diperoleh.
8. Dalam langkah ini juga dilakukan pembuangan data yang tidak pelu maupun tidak relevan dengan penelitian sehingga peneliti memperoleh data yang sesuai mengenai Pengawasan Kepala Seksi Pada Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.
9. Penyajian Data
10. Penyajian data adalah sekumpulan inormasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian informasi yang sering dilakukan berbentuk naratif, grafik, gambar maupun bagan. Penyajian data bertujuan untuk menggambarkan informasi sehingga memudahkan pemahaman dari fakta yang terjadi di lapangan.
11. Penarikan Kesimpulan
12. Menarik suatu kesimpulan dilakukan oleh peneliti melalui data-data yang sudah terkumpul dan kemudian disimpulkan untuk diuji kebenaran dan validitasnya. Dalam pengolahan data peneliti mulai mencari penjelasan lalu menyusun pola-pola hubungan tertentu yang mudah dipahami. Data tersebut lalu dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan yang lain sehingga mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban benar atas setiap permasalahan yang ada. Setelah melalui proses penyajian data dan diperoleh hasil penelitian, maka diakhir bab dapat disimpulkan mengenai Pengawasan Kepala Seksi Pada Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.
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Jadwal penelitian berisi uraian tentang lamanya penelitiandari mulai persiapan dan penjajagan penelitian sampai dengan ujian sidang skripsi. Jadwal penelitian yang tercantum pada penelitian ini bersifat tentatif karena relasinya dapat berubah.
Peneliti memiliki target penyelesaian penelitian skripsi yaitu meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Dimana waktu yang dibutuhkan terhitung dari bulan Maret sampai Juli 2023. Rincian mengenai waktu pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut ini :


Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

	Kegiatan

	Tahun
	2023

	
	Bulan
	Maret 
	April
	Mei
	Juni
	Juli

	
	Minggu
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	Tahap Persiapan

	Studi Literatur
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pengamatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Penyusunan dan bimbingan Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Seminar Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tahap pelaksanaan

	Penelitian 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wawancara 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pengolahan data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Penyususnan dan bimbingan Hasil Penelitian Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tahap Akhir

	Seminar Hasil Penelitian Skripsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	Seminar Skripsi
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